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KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJD
NOMOE : 562.50,/001/5IPFI/1) 2022

TENTANG

[ZIM OPERASIDNAL PENYELEMGOARANN
SATUAN PENDIDIKAN NOMN FORMAL
PEEM TUNAE MEHKAR AMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TEREADU SATU PINTW
HAHUPATEN PURWOREJSD

: Surat Permohonan lzin Operasional Pemysalenggaraan Satuan Pendidlican Non Formal

PEKEM TUKAS MEKAR AMAN Nomor 151)PEEM/TMA/]S 2022 tangesd 12 Januarl
2023 darl ;

Neama :  Tead|u Pangarsa Matheuls
Pemimpin / Penyelenggara : Tradju Pangarsa Mathaus
Alamat : Doplang RT.0023 RW.(02, Kel Doplang, Kec.

Purworejs, Kab. Purerorejo

n. bahwa untuk meningkatioan SDM dan ketrampilan masyarakat perlu diadakan
Pusat Englatan Belajar Masyarakat (PEEM)

b. bahwa berdaserkan pertimbangan sehagaimana dimalkend pada hund s, perh
ditetaplkan Koputusan Kepals Dinas Penanaman Modal dan Pelayenan Terpada
Satu Pt tentang kin Cpemsional Peyelenggaman Satuan Pendidiken Non
Formal.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pambentukan Daermh-dasrah

Eatupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengahi

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidlioan Nasional
(Lembaran Negara Republiit Indonesia Tahun 2003 Nomor VB Tambahan
Lembaran Negara Rebup ik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Komor 23 Tehun 2014 rentang Pemerintahan Daemb
[Lembarmn Megam Republic Indonesia Tahun 2014 Womor 244, Tambahan
Lembamn Wegara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
bebempa kall, wealthir dengan Undang-Tndang Nemer @ Tebhun 20105 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Romer 23 Talu 2014 tentang Pemearintahan
Daersh (Lembamn HNegara Bepublik Indonesin Tabun 2015 Nemer 348,
Tambahan Lembarsn Negar Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Pemmiran Pemerintah  HNemaor 17 Tebun 2010 tentang Pengelolasn
Prnyelenpgaman Pandidikan  [Letsberan Negam Republik Indonesia Tabun
23910 Komor 17, Tambahan Lembaran Negarn Republilc Indonesia Nomor 4737)
gehagnimann telah divbah dengan Perstumn Pemerintah Nomaor 66 Tabun
2010 tentnng perubshen Atss Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 2010
tentong Pengeblaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambehen Lanbamn Negara
Kamar 3137);

5. Pemtuman Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Pemnturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teuang Standar Nasional
Pendidikan {Lembamn Negara Republilk Indonesia Tahun 2015 Nomer 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndanesin Nomor S670);

6. Peramran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Palayanan Periznan
Buorusaha Terintegrasi Secar Elelitronik [Lambamn Negara Republik Indonesin
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembamn Negmm Republik Indonesin
Nomor 62 15];

7. Peraturan Prasiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pemyslenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Mo (Lembaran Negara Republic Indenesia Tahun 2014 Nomor
221);

8. Peraturan Menter] Pendidikan dan Kebudayaan Republlk Indonesia Nemor 81
Taliin 2013 tentang Pendirdan Satuan Pendidikan Non Formal (Berlta Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87 7|

9. Permatiran Menteri Pendidikan dan Kebhudayaan Republik Indenesia Nomar 90
Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada
Kursus don Pelatihan (Berita Megam Republk Indonesia Tehun 2014 Nomor
1314};

Dipiclal dengan LamScanmner



